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ا =  a ر =  r ف =  f
ب =  b ز =  z ق =  q
ت =  t س =  s ك =  k
ث =  ts ش =  sy ل =  l
ج =  j ص =  sh م =  m
ح =  h ض =  dh ن =  n
خ =  kh ط =  th و =  w
د =  d ظ =  zh ه =  h
ذ =  dz ع =  ‘ ء =  ‘
غ =  gh ي =  y
a.  Vokal Panjang  ( mad ) â = aa
b.  Vokal Panjang  ( mad ) î = ii
c.  Vokal Panjang  ( mad ) ù = uu
2.  Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya ةماعلا al-‘âmmah
3.  Vokal Pendek
Fathah ditulis a, misalnya ةعیرش (syarî’ah), kasrah ditulis i,
misalnya لابجلا (al-jibâl), dan dhammah ditulis u, misalnya املظ
( zhulman )
4.  Vokal Rangkap
وا ditulis aw , ا—و ditulis uw, ىا ditulis iy
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5.  Ta’ Marbuthah
Ta’ marbuthah dimatikan ditulis h, misalnya ditulis ةیبرع
(‘arabiyyah ), kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia
yang baku, seperti mayit, bila dihidupkan ditulis t, misalnya
ditulis ةتیملا al-maitatu.
6.  Kata Sandang Alif Lam
Alif Lam yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditulis al, misalnya
ditulis ملسملا ( al-muslim ),رادلا ditulis al-dâr, kecuali untuk nama
diri yang diikuti kata Allah, misalnya الله دبع ditulis Abdullah.
7.  Huruf Besar




Suatu fakta hukum sampai sekarang bahwa masyarakat adat materilinial
Minangkabau menganut dan melaksanakan dualisme hukum kewarisan, yaitu
hukum kewarisan adat yang berlaku terhadap “harta pusaka tinggi” yang identik
dengan tanah, dan hukum kewarisan Islam yang berlaku terhadap “harta pusaka
rendah” yang berasal dari harta pencaharian masing-masing individu masyarakat
Minangkabau itu sendiri.
Dualisme hukum kewarisan tersebut berakibat langsung terhadap dualisme
badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di Minangkabau, yaitu
pengadilan negeri untuk harta pusaka tinggi berdasarkan hukum kewarisan adat
dan pengadilan agama untuk harta pusaka rendah berdasarkan hukum kewarisan
Islam yang lazim disebut dengan hukum faraidh.
Asas hukum kewarisan adat Minangkabau ialah saling mewarisi antara
mamak (saudara laki-laki ibu) dengan kemenakan (anak saudara perempuan),
tegasnya tidak saling mewarisi antara suami isteri, sebab pernikahan tidak
menyebabkan terjadi saling mewarisi, dan tidak saling mewarisi pula antara anak
dengan bapaknya, sebab nasab (keturunan) tidak menyebabkan saling mewarisi
antara anak dengan bapaknya, karena berbeda “sako” yang berarti “suku” antara
suami isteri dan antara anak dengan bapaknya, sebab sako yang menyebabkan
seseorang mendapat “pusako tinggi” (harta warisan).
Asas hukum kewarisan Islam ialah Al-quran, Hadis dan Ijm’a yang lazim
disebut dengan “dalil nash” dari Allah SWT, yang menegaskan saling mewarisi
antara suami isteri dan antara anak dengan bapaknya, karena pernikahan dan
nasab (keturunan) pasti menjadi sebab terjadi saling mewarisi, dan tidak ada yang
dapat menghijab (mendindingnya).
Pada pertemuan bukit marapalam tahun 1837 M. Sudah dicanangkan dasar
hukum adat Minangkabau yang Islami, yaitu “adat basandi syar’a dan syar’a
basandi kitabullah Al-quran”, maka secara teoritis seharusnya sejak itu pula sudah
tidak ada lagi dualisme hukum kewarisan di Minangkabau, dengan cara
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sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam, namun karena pengaruh
penjajah Belanda dengan “teori receptie” maka tersingkirlah hukum kewarisan
Islam dari harta pusaka tinggi, padahal hazairin menyebut teori itu adalah “teori
setan”, yang seharusnya diluruskan dengan “teori receptie a contrario”, yang
intinya, hukum kewarisan Islam meluruskan hukum kewarisan adat Minangkabau
itu.
Sejak dahulu ada tiga orang ulama Minangkabau yang selalu
mengingatkan agar masyarakat Minangkabau sepenuhnya tunduk pada hukum
kewarisan Islam, dan meninggalkan hukum kewarisan adat yang bertentangan
dengan hukum kewarisan Islam, yaitu Syekh Amad Khatib Al-Minangkabawi,
Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dengan gaya
bahasa yang berbeda namun intinya sama, yaitu hukum kewarisan adat itu berasal
dari leluhur masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan Datuk Perpatih Nan
Sabatang dan Datuk Ketemenggungan serta Cati Bilang Pandai yang semuanya
adalah non muslim, yang tentu saja ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran
Islam.
Cepat atau lambat tentu pada akhirnya masyarakat Minangkabau yang
seluruhnya Islam itu pasti sepenuhnya tunduk dan rela melaksanakan hukum
kewarisan Islam dan pengadilan agama yang menjadi rujukan mereka dalam
hukum kewarisan, berdasarkan asas “personalitas keIslaman”, supaya perpindahan
harta warisan itu sah dan halal menurut hukum.
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